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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

 

  PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR   43   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  

BANTUAN KEUANGAN DI WILAYAH LUAR DAERAH                                    
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap 
pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan 
keuangan, maka perlu tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Belanja bantuan keuangan diberikan 
kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 

tujuan tertentu lainnya; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana    

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Di Wilayah 

Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 
 
 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

 

 
 

 
2. Undang-Undang . . . 

  SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Nomor 9); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN DI WILAYAH LUAR DAERAH PROVINSI SULAWESI 

TENGAH. 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
2. Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja yang digunakan 

untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat 

umum atau khusus Provinsi Sulawesi Tengah antar Daerah 
Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 

Sulawesi Tengah dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di luar 
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kerja sama 
Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

serta tujuan tertentu lainnya. 
 

           3. Anggaran . . . 



3 
 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan 
anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

9. Provinsi lainnya adalah Provinsi lainnya luar daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Gubernur lainnya adalah Gubernur Provinsi lainnya luar 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah Provinsi lainnya adalah Pemerintah Provinsi 
lainnya luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
12. Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah Kabupaten/Kota 

luar Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
13. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota luar 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
14. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota lainnya luar Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Biro adalah Biro yang membidangi Administrasi 

Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah 

disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

19. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD. 
 

 
 
 

 
 
 

BAB II . . . 
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BAB II 
BENTUK BANTUAN KEUANGAN  

 
Pasal 2 

(1) Bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah merupakan bantuan keuangan dalam rangka kerja 
sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 
(2) Peruntukan pengelolaan bantuan keuangan di wilayah luar 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diserahkan kepada 

Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 

sebagai penerima bantuan. 
(3) Substansi kegiatan bantuan keuangan di wilayah luar 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. 

 
 

 

BAB III 
PENGANGGARAN 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 3 
(1) Penganggaran bantuan keuangan di wilayah luar Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan atas dasar 
kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna 
mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi lainnya dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah. 

(2) Penganggaran bantuan keuangan di wilayah luar Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan formula variabel meliputi 
pendapatan Daerah, kerja sama Daerah, pemerataan 
peningkatan kemampuan keuangan, jumlah penduduk, 

jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta tujuan 
tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 

Pasal 4 
(1) Belanja Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah dianggarkan pada DPPA-PPKD Provinsi 

Sulawesi Tengah. 
(2) Belanja Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi 

lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah 
Provinsi Sulawesi Tengah, obyek belanja bantuan keuangan 
serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada 

belanja bantuan keuangan kepada Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 

yang bersangkutan. 
 

Bagian Kedua . . . 



5 
 

Bagian Kedua 
Permohonan 

 

Pasal 5 
(1) Permohonan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), diusulkan berdasarkan kebijakan strategis 
Pemerintah Pusat, kerja sama antar Daerah serta tujuan 

tertentu kepada Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 
kepada Gubernur. 

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Gubernur Lainnya 

dan Kepala Daerah penerima bantuan keuangan di wilayah 
luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

(3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dilengkapi dengan nomor rekening dan nama Kas 
Umum Daerah penerima bantuan keuangan serta paling 

rendah memuat maksud dan tujuan penerima bantuan 
keuangan. 

 

Bagian Ketiga 
Besaran  

 

Pasal 6 
Rincian Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah menurut jenis bantuan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

 

 
BAB IV  

PENCAIRAN DAN PENYALURAN 
 

Bagian Kesatu 

Pencairan 
 

Pasal 7 

(1) PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi 
pelaksanaan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam 

APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan 
kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilengkapi persyaratan administrasi meliputi : 

a. fotokopi DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan; 

b. surat kesediaan menerima bantuan keuangan dicap dan 

ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi 

Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan; 
c. nomor rekening Kas Umum Daerah Provinsi lainnya dan 

Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi 

Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan; 
d. kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap, 

dan ditandatangani oleh Gubernur bersama Kepala 
Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar 
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menerima 

bantuan keuangan; dan  
 

e. surat . . . 
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e. surat pernyataan tanggungjawab dari Pemerintah 
Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagai penerima bantuan keuangan. 

(2) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan 
BUD agar melakukan verifikasi terkait kelengkapan 
persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada 
Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

 
 

Pasal 8 
(1) Pencairan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilakukan secara sekaligus 

dan/atau secara bertahap. 
(2) Pencairan bantuan keuangan secara sekaligus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan 
seluruh persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Provinsi lainnya dan 

Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 
kegiatan berkenaan. 

(3) Pencairan bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : 
a. tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan surat 

kesediaan memberi bantuan keuangan dan DPPA-
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
tentang pelaksanaan kegiatan berkenaan; dan 

b. tahap II dengan melampirkan seluruh dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kegiatan 
berkenaan. 

 
 

Bagian Kedua 
Penyaluran 

 

Pasal 9 
Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dengan cara 

memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah kepada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi 
lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
 

 

BAB V 
PENGGUNAAN 

 

Pasal 10 
Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selaku penerima bantuan 
keuangan untuk penggunaannya diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

  
 

 
 
 

BAB VI . . . 
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BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

 

Bagian Kesatu 
Pertanggungjawaban 

 

Pasal 11 
(1) Pemerintahan Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi 

Sulawesi Tengah selaku penerima bantuan keuangan 
bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan yang 

diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan 

penerimaan bantuan keuangan. 
(3) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas 

kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

 
Bagian Kedua 

Pelaporan 

 
Pasal 12 

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh 
Kepala Daerah dan Bupati/Walikota kepada Gubernur 
Sulawesi Tengah melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) 

bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 
bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

(2) Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi penerimaan 
laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 

(3) Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, 

pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan 
penggunaan bantuan keuangan, serta menyampaikan 
rekapitulasi laporan penggunaan bantuan keuangan kepada 

Gubernur dan kepada PPKD. 
(4) Dalam hal pencairan/penyaluran bantuan keuangan di 

wilayah luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan 
tidak harus pada akhir tahun anggaran berdasarkan 
kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan strategis 

Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan untuk 
menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

 

 
Pasal 13 

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling rendah meliputi: 
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi 

Tengah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan 
Bupati/Walikota; 

 

 
b. laporan . . . 
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b. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan 
yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala 

Perangkat Daerah terkait di Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; 

dan 
c. format laporan penggunaan bantuan keuangan tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini.  
 
 

Pasal 14 
(1) Bantuan keuangan di wilayah dalam dan luar Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah dicatat sebagai realisasi jenis 
belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam Tahun 
Anggaran berkenaan. 

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
pencatatan realisasi bantuan keuangan di wilayah dalam 

dan luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk 
selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan 
Pemerintahan Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan. 

(3) Realisasi bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam 

penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. 
 
 

 
BAB VII 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN  

 
Pasal 15 

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan 
evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan bantuan keuangan, untuk selanjutnya 

dilaporkan kepada Biro yang membidangi Administrasi 
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Perangkat Daerah teknis pelaksana kegiatan. 
(2) Biro yang membidangi Administrasi Pembangunan pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Perangkat 

Daerah teknis pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan pengendalian dan merekapitulasi 
hasil monitoring dan evaluasi. 

(3) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur 

Sulawesi Tengah dengan tembusan disampaikan kepada 
PPKD, Perangkat Daerah penyelenggara Urusan 
Pemerintahan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
(4) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan terhadap 
pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

 
 

BAB VIII . . . 
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BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 16 

(1) Dalam hal terdapat SiLPA di Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 
yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan, SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan 
kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Tahun 
Anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal terdapat SiLPA di Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 

yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah 
mencapai 100% (seratus perseratus), SiLPA tersebut dapat 
digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai 

kegiatan prioritas Daerah Provinsi lainnya dan 
Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berikutnya. 

 
 
 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

 
    Ditetapkan di Palu 

    pada tanggal 16 Desember 2019 
 

    GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 
 

           ttd  
 

     LONGKI DJANGGOLA 

Diundangkan di Palu 

pada tanggal 16 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

SULAWESI TENGAH, 

                     ttd             

 

         MOHAMAD HIDAYAT  

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 710 

 

          



LAMPIRAN  

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR            TAHUN 2019 
TENTANG   

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI WILAYAH LUAR 

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. 

 

 
 

 

 

 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
 

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*) ................................... 

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi 

Penyerapan Dana Batuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 

 

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah : 
Per jenis Bantuan……….....*)      : Rp..............................  

 

Realisasi Pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 

Per jenis Bantuan...............*)      : Rp.............................. 

 
Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah   : Rp.............................. 

Per jenis Bantuan...............*)      : Rp.............................. 

Persentase Sisa Bantuan Keuangan                : .................................. % 

 

No Jenis Bantuan Pagu 

Realisasi Pembayaran dari 

Rekening Kas Umum 

Daerah (melalui SP2D) 

Sisa Pagu 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4) 

1.  

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
 

    

 Jumlah    

 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat, tanggal ............................. 

Gubernur,Bupati/Walikota*).......... 

 
(tanda tangan asli dan stempel 

basah) 

 

Nama :........................................... 

 

*) Coret yang tidak perlu 

    GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

                ttd 

   LONGKI DJANGGOLA 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

            Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH  

              Pembina Tk I, IV/b 
      NIP. 19780525 199703 1 001 

 

 

KOP 

KEPALA 

DAERAH 


